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ABSTRACT 

 

PTSL activities are different from other land registration activities, where 

the objects are not only unregistered land  which are categorized as K1, K2 and K3 

plots, but also that have been registered land categorized as K4 plot for data quality 

improvement. The K4 data condition that needs attention is the registered land  that 

have not been mapped on the Registration Map or spatially in the GeoKKP. In 

implementation, improving the quality of this data often encounters problems that 

need to be found solutions so that activities to improve the quality of K4 data run 

smoothly. The location of the research was carried out at the Sleman Regency Land 

Office, where in 2019, the realization of the mapping of K4 PTSL land  was 34,534 

land . 

This study aims to determine the condition of the K4 PTSL data quality KW4 

- KW6, the procedures for improving the quality of data through improving the K4 

PTSL and improving the quality of the data as well as problems and solutions in 

the implementation of improving the quality of K4 PTSL of KW4 - KW6 in the 

Sleman Regency Land Office. The research method used is descriptive method with 

a qualitative approach with data analysis including data reduction, data display 

and conclusion. 

The results of this study are: First, the condition of data quality in 

Purwomartani and Bangunkerto Villages has increased, which respectively 

increased to 81.33% and 87.76% with the realization of K4 mapping of 5,303 and 

250 plots. So that in general the condition of the data quality of the Sleman Regency 

Land Office in the KKP has also increased to 68.40% with the realization of the K4 

mapping of 34,354 plots . Second, the increase in data quality did not reach a 

percentage of 100% which was caused by the implementation of improving the 

quality of data on the K4 PTSL plots encountered both technical and non-technical 

obstacles which then provided solutions to these problems. 

 

Keywords: K4 plots, Improving the Qualilty of the Data, Problems and Solution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah merupakan hal yang 

utama yang menjadi salah satu sumber kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanah 

merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan 

juga salah satu sumber daya alam yang menjadi modal utama bagi 

pembangunan. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup 

masyarakat maka perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

yang menegaskan bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan amanat tersebut maka dibentuklah 

suatu peraturan yang mengatur penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan 

hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal 

dengan UUPA. 

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh hak atas tanah untuk mendapatkan manfaatnya (Satriya 2014), 

sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan 

Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi : “Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah”. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka dibentuk 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang 

kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi : “Pendaftaran tanah adalah 
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rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 

tertentu yang membebaninya”. namun kegiatan pendaftaran tanah yang telah 

dilaksanakan sejak tahun 1955 ini, belum dapat dilaksanakan secara optimal 

dimana pada tahun 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melaporkan bahwa dari kurang 

lebih 126 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Republik 

Indonesia, masih ada 86 juta bidang tanah yang berlum terdaftar atau belum 

bersertipikat artinya selama 63 tahun dilaksanakannya kegiatan pendaftaran 

tanah, bidang tanah yang terdaftar hanya sekitar 44%. Akibat dari masih banyak 

bidang-bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertipikat ini 

menjadikan Kementerian ATR/BPN belum memiliki basis data yang lengkap, benar, 

akurat dan terstruktur mengenai pertanahan (Chandra 2020). Selain itu, akibat 

lainnya dari masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar atau belum 

bersertipikat ini yaitu kian meningkatnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan 

di Indonesia (Zakie 2016), umpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah 

yang tinggi (Permadi 2016), terjadinya ketidakadilan penguasaan tanah, 

ketimpangan kepemilikan tanah dan tidak jelasnya kepastian hak atas 

tanah (Nasir 2012; Mohammad 2018), adanya penyerobotan lahan 

garapan oleh perusahaan akibat pendaftaran tanahnya belum tuntas 

dilaksanakan serta masih bermasalahnya administrasi pertanahan 

(Konsorsium Pembaruan Agraria 2018). 

Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di seluruh 

wilayah Indonesia secara optimal maka salah satu strategi yang dilakukan oleh 

Pemerintah adalah melalui percepatan pendaftaran tanah. Percepatan 

pendaftaran tanah tersebut membebaskan masyarakat dari biaya apapun, tanpa 

ada pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan percepatan 
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pendaftaran tanah tersebut Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN 

menyelenggarakan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal prinsip dan substantif yang belum 

sempurna, maka peraturan tersebut disempurnakan menjadi Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2017 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seiring 

berjalannya waktu, karena dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut masih 

mengalami berbagai kendala dan hambatan, beberapa hal prinsip dan substansif 

yang belum diatur, maka peraturan tersebut kembali disempurnakan menjadi 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sertipikat yang 

ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kegiatan PTSL setiap tahunnya 

meningkat dimana pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang tanah, tahun 2018 

sebanyak 7 juta bidang tanah, tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah sehingga 

diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah telah memiliki sertipikat hak 

atas tanah (Mujiburohman 2018).  

Dalam kegiatan PTSL, objek pendaftaran tanahnya 

dikelompokan kedalam beberapa klusterisasi  bidang tanah, dimana 

klusterisasi adalah pengelompokan jenis keluaran/output/hasil kegiatan PTSL. 

Klusterisasi bidang tanah ini terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan 

Kluster 4 (K4) (Marryanti, S & Purbawa, Y 2018). Dengan adanya klasterisasi 

bidang tanah, maka hal ini yang menyebabkan kegiatan PTSL berbeda dengan 

kegiatan pendaftaran tanah lainnya, dimana objeknya tidak hanya bidang-
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bidang tanah yang belum terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah 

K1, K2 dan K3, namun termasuk juga bidang-bidang tanah yang sudah 

terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K4 guna peningkatan 

kualitas data pertanahannya. Sebagai kontrol kualitas terhadap kondisi bidang 

tanah terdaftar atau bidang tanah K4 tersebut maka dicanangkan kualifikasi data 

pertanahan, dimana menurut Pusat Data dan Informasi BPN kualitas data bidang 

tanah terdaftar dikategorikan dalam enam kelas kualitas (BPN 2011 dalam Mustofa, 

Aditya & Sutanta 2018). Adapun 6 (enam) kelas kualitas bidang tanah tersebut 

juga sudah tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang 

Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, yaitu bidang tanah dengan kualitas 

kelas 1 (satu) selanjutnya disebut dengan KW 1, KW2, KW3, KW4, KW5 dan 

KW6. 

Peningkatan kualitas data pertanahan bidang tanah K4 ini dilaksanakan 

oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019, realisasi pemetaan bidang 

tanah K4 pada PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebanyak 34.534 

bidang tanah. Melihat realisasi pemetaan bidang tanah K4 yang cukup besar 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Peningkatan Kualitas Data 

Bidang Tanah K4 dari KW4 - KW6 menjadi KW1 - KW3 pada Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”.   

 

B. Perumusan Masalah 

Pelaksanaan PTSL merupakan upaya percepatan dilaksanakannya 

Pendaftaran Tanah sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Tujuan 

dari kegiatan PTSL tercantum dalam Juknis PTSL tahun 2019 yaitu agar 

tercapai percepatan pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah secara 

pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata serta terbuka secara 

akuntabel.  

Objek PTSL yang merupakan bidang tanah terdaftar digolongkan 

kedalam kategori Kluster 4 (K4). Kondisi data K4 yang perlu diperhatikan yaitu 

bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada Peta Pendaftaran maupun 
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secara spasial dalam GeoKKP, sehingga perlu dilaksanakan peningkatan 

kualitas data. Dalam pelaksanaanya, peningkatan kualitas data ini sering 

menemui kendala termasuk pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Oleh 

karena itu, terhadap kendala tersebut perlu ditemukan solusi yang tepat agar 

kegiatan peningkatan kualitas data K4 berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu : 

1. Kondisi data bidang tanah terdaftar kualitas KW4 – KW6, tata cara 

pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan melalui pembenahan 

bidang tanah K4 PTSL dan peningkatan kualitas datanya menjadi KW1 – 

KW3 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 

2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang 

tanah K4 PTSL kualitas KW4 - KW6 di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sleman. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kondisi data K4 PTSL kualitas KW4 - KW6, tata cara 

pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan melalui pembenahan 

bidang tanah K4 PTSL dan peningkatan kualitas datanya pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman. 

b. Mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas 

data bidang tanah K4 PTSL kualitas KW4 - KW6 di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian meliputi kegunaan dari segi akademis 

(pengembangan kajian pertanahan) dan dari segi praktis (untuk kepentingan 

pembangunan khususnya pembangunan basis data pertanahan). Kegunaan 

penelitian mencakup 2 (dua) hal, yaitu: 
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a. Manfaat ilmiah/akademis 

1) Secara akademik dapat menambah khazanah keilmuan tentang 

peningkatan kualitas data K4 PTSL kualitas KW4 - KW6. 

2) Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang melakukan  

penelitian dalam bidang peningkatan kualitas data K4 PTSL kualitas 

KW4 - KW6. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dalam 

pelaksanaan peningkatan kualitas data K4 PTSL kualitas KW4 - KW6 

di kantor pertanahan. 

 

  



65 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kondisi kualitas data pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 

tahun 2019 secara umum berdasarkan persentase kualitas data pada KKP 

menunjukan angka persentase sebesar 57,97%, dimana dari 609.214  

buku tanah yang telah di input pada KKP ada 257.751 bidang tanah terdaftar 

yang belum terpetakan dalam sistem GeoKKP  dan dikategorikan dalam 

kualitas KW4 – KW6. Kemudian terhadap bidang tanah terdaftar tersebut 

dilaksanakan peningkatan kualitas data melalui pembenahan K4 PTSL yang 

tersebar di 17 Desa/Kelurahan dengan cara mengiventarisasi dokumen yang 

berkaitan dengan bidang tanah K4 PTSL KW4 - KW6, melakukan 

klasifikasi data, melaksanakan identifikasi lapangan dan pengambilan 

koordinat lokasi bidang tanah, melakukan pembuatan Berita Acara K4 serta 

melakukan pemetaan bidang tanah. Dengan mengambil sampel Desa 

Purwomartani dan Desa Bangunkerto, kondisi kualitas data pertanahan 

kedua desa pada KKP mengalami peningkatan, dimana sebelumnya  

masing-masing sebesar 42,14% dan 83,3% menjadi 81,33% dan 87,76%, 

dengan realisasi pemetaan bidang tanah K4 sebanyak 5.303 bidang tanah di 

Desa Purwomartani dan 250 bidang tanah di Desa Bangunkerto. Demikian 

pula berdasarkan informasi tersebut, secara umum kondisi kualitas data 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada KKP juga mengalami 

peningkatan, dimana sebelumnya persentasenya sebesar 57,97% menjadi 

68,40% dengan realisasi pemetaan bidang tanah K4  di 17 Desa/Kelurahan 

sebanyak 34.354 bidang tanah.  

2. Pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 PTSL tahun 2019 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menemui kendala baik teknis 

maupun non teknis. Adapun kendala yang dimaksud beserta solusinya yaitu: 
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a. Kendala Teknis, terdiri dari :  

1) Tahap Inventarisasi Data, ditemui kendala berupa dokumen fisik 

seperti Gambar Ukur/Surat Ukur, Gambar Ukur dan/atau Peta 

Pendaftaran tidak ditemukan, maka solusinya yaitu dengan 

melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diperlukan, jika 

hanya salah satu dokumen yang tidak ditemukan maka dapat 

menggunakan dokumen yang lainnya sesuai proritas dokumen data 

fisik, namun jika keseluruhan dokumen tidak ditemukan maka 

dilakukan pendataan sebagai bahan laporan kepada pejabat yang 

berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan atau 

peraturan yang berlaku berupa blokir internal pada aplikasi KKP. 

2) Tahap Survey lapangan dan Pengambilan Koordinat Lokasi Bidang 

Tanah ditemui kendala yaitu subjek hak dan objek hak tidak 

ditemukan, maka solusinya yaitu dengan membuat Berita Acara 

yang merupakan dasar blokir internal pada aplikasi KKP 

3) Tahap Pemetaan  Bidang Tanah, ditemui kendala berupa tumpang 

tindih bidang tanah pada GeoKKP, maka solusinya yaitu petugas 

pemetaan melakukan unduh persil KKP sebelum dilakukan 

pemetaan bidang tanah sebagai acuan dalam menyesuaikan posisi 

bidang tanah yang akan dipetakan dengan bidang tanah disekitarnya 

tanpa melakukan reposisi terhadap gambar bidang tanah hasil unduh 

persil KKP, namun jika tumpang tindihnya terlalu besar maka 

dilaksanakan blokir internal pada KKP. 

b. Kendala Non Teknis yaitu berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan jangka waktu pelaksanaan peningkatan kualitas data melalui 

pembenahan bidang tanah K4 PTSL, maka solusinya adalah menjalin 

kerjasama dengan pihak ketiga dan untuk keterbatasan jangka waktu 

perlu dilakukan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan 

secara berkala dan terus menerus hingga persentase kualitas data 

pertanahannya dapat mencapai 100% .  
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B. Saran 

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan ini perlu dilakukan secara 

terus menerus baik melalui pembenahan K4 PTSL untuk desa/kelurahan 

yang masuk dalam penetapan lokasi PTSL maupun secara rutin untuk 

desa/kelurahan lainnya. Mengingat peningkatan kualitas data ini merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk membangun basis data pertanahan terutama 

saat ini kebijakan PTSL lebih mengedapankan kualitas data, dimana 

desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL harus dapat 

mencerminkan desa/kelurahan lengkap sehingga pada tahun 2021 dapat 

diterapkan strategi 3M yaitu Mendekat, Merapat dan Menyeluruh dalam 

rangka mewujudkan Kabupaten/Kota lengkap. 

2. Untuk meminimalisir adanya kendala lainnya dalam pelaksanaan 

peningkatan kualitas data pertanahan, peneliti menyarankan kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman agar melakukan validasi data baik data 

tekstual maupun data spasial untuk memastikan keakuratan data elektronik 

bidang tanah terdaftar yang ada pada sistem KKP sehingga proses 

peningkatan kualitas datanya tidak hanya sampai pada pemetaan bidang 

tanah dan melakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah terdaftar 

kualitas KW4 – KW6 untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi 

di lapangan saat ini. 

3. Perlu adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan peningkatan 

kualitas data pertanahan khususnya dalam uji kualitas hasil peningkatan 

kualitas data pertanahan yang telah dilakukan agar dapat dijadikan masukan 

untuk kantor pertanahan dalam rangka perbaikan pelaksanaan peningkatan 

kualitas data pertanahan kedepannya. 
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